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Abstract 

 

This community service program, entitled Policy School: Formulating Gender-

Responsive Policies in SMAN 11 Kota Jambi, was conducted as part of the Tri 

Dharma of Higher Education to address the limited institutional capacity of 

secondary schools in integrating gender perspectives into internal policies. The 

program employed a participatory approach based on a Participatory Action 

Approach, involving teachers, school staff, and students in a structured process 

of problem identification, capacity building, and policy formulation. Data were 

generated through participatory observation, focus group discussions, and 

reflective evaluation of participants’ understanding before and after the 

intervention. The results indicate a significant improvement in participants’ 

comprehension of gender-responsive policy principles and their ability to identify 

gender bias in school regulations and practices. A key outcome of the program 

was the formulation of a draft gender-responsive school policy guideline, 

reflecting the school’s contextual needs. Overall, the program demonstrates that 

participatory policy learning can effectively strengthen institutional capacity and 

support the implementation of gender mainstreaming at the secondary education 

level. 
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Abstrak 

Program pengabdian kepada masyarakat berjudul Sekolah Kebijakan: 

Penyusunan Kebijakan Responsif Gender di Lingkungan SMAN 11 Kota Jambi 

dilaksanakan sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk merespons 

keterbatasan kapasitas kelembagaan sekolah menengah dalam mengintegrasikan 

perspektif gender ke dalam kebijakan internal. Kegiatan ini menggunakan 

pendekatan partisipatif berbasis Participatory Action Approach yang melibatkan 

guru, tenaga kependidikan, dan siswa dalam proses identifikasi masalah, 

penguatan kapasitas, serta perumusan kebijakan. Data kegiatan diperoleh melalui 

observasi partisipatif, diskusi kelompok terarah, serta evaluasi reflektif terhadap 

pemahaman peserta sebelum dan sesudah intervensi. Hasil kegiatan 

menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap prinsip 

kebijakan responsif gender serta kemampuan dalam mengidentifikasi potensi 

bias gender dalam kebijakan dan praktik sekolah. Luaran utama kegiatan ini 

adalah tersusunnya draf pedoman kebijakan sekolah responsif gender yang sesuai 

dengan konteks dan kebutuhan institusi. Secara keseluruhan, kegiatan ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran kebijakan secara partisipatif dapat 

memperkuat kapasitas kelembagaan sekolah dalam mendorong pengarusutamaan 

gender di tingkat pendidikan menengah. 

 

Keywords: Kebijakan Responsif Gender; Pelatihan Partisipatif; Tata Kelola 

Sekolah; Pengarusutamaan Gender. 

 

Pendahuluan 

Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan 

manusia yang berperan penting dalam membentuk nilai, sikap, dan perilaku yang 

berkeadilan. Dalam konteks pendidikan menengah, sekolah tidak hanya 

berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang sosial 

yang membangun kesadaran kritis terhadap nilai-nilai kesetaraan dan keadilan 

gender. Oleh karena itu, kebijakan sekolah yang responsif gender menjadi 

kebutuhan mendesak dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang 

inklusif, aman, dan setara bagi seluruh peserta didik (Kementerian & Perempuan, 

2024). 

Konsep kebijakan responsif gender mengacu pada pendekatan yang 

memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan mempertimbangkan 

kebutuhan, pengalaman, serta dampak yang berbeda antara laki-laki dan 

perempuan (Women & UNICEF, 2018) Dalam praktiknya, kebijakan yang tidak 



 

Sekolah Kebijakan: Model Pelatihan Partisipatif Penyusunan Regulasi Responsif 

Gender Di Satuan Pendidikan Menengah 

863 

 

JPMD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa, Vol. 6, No. 3, Desember 2025 

sensitif terhadap isu gender sering kali melahirkan ketimpangan struktural di 

lingkungan sekolah, seperti stereotip peran gender, pembatasan partisipasi siswa 

perempuan dalam kegiatan tertentu, serta minimnya representasi perempuan 

dalam posisi kepemimpinan sekolah (Subrahmanian, 2005) 

Di Indonesia, pengarusutamaan gender telah menjadi salah satu strategi 

nasional sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 

tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Implementasi 

kebijakan ini menuntut setiap institusi, termasuk lembaga pendidikan, untuk 

mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh proses kebijakan. Namun, 

berbagai studi menunjukkan bahwa kapasitas lembaga pendidikan, khususnya di 

tingkat sekolah menengah, masih terbatas dalam memahami dan menerapkan 

prinsip-prinsip kebijakan yang responsif gender (Khurun’in & Damayanti, 2023). 

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 

dilaksanakan melalui program Sekolah Kebijakan: Penyusunan Kebijakan 

Responsif Gender di Lingkungan SMAN 11 Kota Jambi. Program ini bertujuan 

untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas analisis, serta keterampilan praktis 

para pemangku kepentingan sekolah dalam merumuskan kebijakan sekolah yang 

berperspektif gender. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini tidak hanya 

memberikan transfer pengetahuan teoritis mengenai analisis gender dan 

perumusan kebijakan, tetapi juga memfasilitasi simulasi penyusunan draft 

kebijakan sekolah yang lebih inklusif dan adil. 

Pemilihan SMAN 11 Kota Jambi sebagai mitra kegiatan didasarkan pada 

pentingnya membangun best practice implementasi kebijakan responsif gender 

di lingkungan sekolah negeri sebagai model bagi sekolah lain di Provinsi Jambi. 

Selain itu, kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, yang 

menghubungkan teori-teori kebijakan publik dan gender studies dengan praktik 

nyata di lapangan. Diharapkan melalui kegiatan ini, akan terbentuk pemahaman 

yang lebih komprehensif di kalangan tenaga pendidik dan pengelola sekolah 

tentang pentingnya kebijakan yang sensitif terhadap isu-isu gender, sekaligus 

memperkuat komitmen institusional dalam menciptakan ruang pendidikan yang 

berkeadilan bagi semua. 

 

 

 



 

864 Sutri Destemi Elsi, Cholillah Suci Pratiwi, Revi Jeane Putri, 

M. Wira Anshori, Zakly Hanafi Ahmad, Hatta Abdi Muhammad. 

 

 

JPMD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa, Vol. 6, No. 3, Desember 2025 

Metode 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMAN 11 

Kota Jambi sebagai respon atas keterbatasan kapasitas sekolah dalam memahami 

dan merumuskan kebijakan internal yang responsif gender. Pemilihan lokasi 

dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan urgensi pengarusutamaan 

gender di satuan pendidikan menengah serta kesiapan institusi sekolah untuk 

terlibat secara aktif dalam proses pendampingan kebijakan. Kegiatan 

dilaksanakan pada 28 Agustus 2025 dengan melibatkan guru, tenaga 

kependidikan, dan perwakilan siswa sebagai aktor kebijakan internal sekolah. 

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan 

partisipatif berbasis Participatory Action Approach, yang menempatkan peserta 

sebagai subjek aktif dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi 

masalah hingga perumusan solusi kebijakan. Pendekatan ini dipilih karena 

kebijakan responsif gender tidak dapat dirumuskan secara efektif melalui 

pendekatan top-down semata, melainkan memerlukan proses pembelajaran 

kolektif dan reflektif dari para aktor yang terlibat langsung dalam praktik 

kelembagaan sekolah  (Harris‐Fry et al., 2016). 

Secara operasional, pelaksanaan kegiatan dirancang sebagai suatu proses 

berjenjang yang menghubungkan pemetaan masalah dengan pemecahan masalah 

kebijakan. Tahap awal difokuskan pada identifikasi isu dan praktik sekolah yang 

berpotensi mengandung bias gender melalui observasi lingkungan sekolah dan 

wawancara eksploratif dengan pihak manajemen sekolah. Proses ini bertujuan 

untuk membangun pemahaman kontekstual mengenai bentuk ketimpangan 

gender yang terjadi secara laten dalam kebijakan maupun praktik pendidikan, 

sebagaimana ditekankan dalam pendekatan gender mainstreaming (López et al., 

2023). 

Tahap selanjutnya diwujudkan melalui kegiatan Sekolah Kebijakan 

sebagai bentuk intervensi penguatan kapasitas. Pada tahap ini, peserta 

memperoleh penguatan konseptual mengenai kebijakan responsif gender dan 

pengarusutamaan gender dalam institusi pendidikan yang dikombinasikan 

dengan diskusi reflektif berbasis pengalaman. Diskusi kelompok terarah 

digunakan untuk memfasilitasi peserta dalam mengaitkan konsep dengan realitas 

kebijakan sekolah yang mereka hadapi, sehingga proses pembelajaran 

berlangsung secara kontekstual dan aplikatif. Proses ini mencerminkan 
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mekanisme policy learning, di mana perubahan pemahaman aktor kebijakan 

menjadi prasyarat bagi perubahan praktik kelembagaan (Olsen, 2009) (Meyer & 

Du, 2025). 

Hasil dari proses refleksi dan diskusi tersebut kemudian diarahkan pada 

simulasi penyusunan draf kebijakan sekolah responsif gender. Peserta secara 

kolaboratif merumuskan pedoman kebijakan yang berorientasi pada prinsip 

keadilan dan kesetaraan gender serta sesuai dengan kebutuhan riil sekolah. Proses 

perumusan kebijakan ini menunjukkan bahwa inovasi kebijakan di tingkat 

sekolah dapat tumbuh melalui penguatan kapasitas internal dan pembelajaran 

bersama (school-based policy innovation) (Sahlberg & Oldroyd, 2010). 

Tahap akhir kegiatan difokuskan pada evaluasi proses dan hasil 

pengabdian. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan tingkat pemahaman 

peserta sebelum dan sesudah kegiatan menggunakan instrumen pre-test dan post-

test, serta refleksi kualitatif terhadap hasil diskusi dan draf kebijakan yang 

dihasilkan. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk melihat kecenderungan 

peningkatan kapasitas peserta dalam memahami dan merumuskan kebijakan 

responsif gender. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan 

pengabdian tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi mendorong 

perubahan cara pandang dan praktik kebijakan di lingkungan sekolah . 

Untuk memperjelas keterkaitan antara tahapan pelaksanaan kegiatan, alur 

metode pengabdian kepada masyarakat ini disajikan dalam bentuk bagan alur 

pada Gambar 1, yang menggambarkan hubungan sistematis antara proses 

identifikasi masalah, intervensi Sekolah Kebijakan, dan perumusan pemecahan 

masalah kebijakan responsif gender di lingkungan sekolah. 
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Gambar 1. : Alur Metode Pengabdian Penyusunan Kebijakan Responsif Gender 

Keterkaitan antara metode pelaksanaan dan hasil kegiatan dalam 

pengabdian ini dapat dipahami sebagai satu kesatuan proses pembelajaran 

kebijakan yang berjenjang. Sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1, tahap 

identifikasi masalah gender di sekolah menjadi dasar bagi penyusunan desain 

intervensi Sekolah Kebijakan. Temuan awal mengenai rendahnya pemahaman 

peserta terhadap konsep kebijakan responsif gender kemudian dijawab melalui 

penguatan kapasitas berbasis diskusi partisipatif dan refleksi pengalaman, yang 

pada tahap hasil tercermin dari meningkatnya kemampuan peserta dalam 

mengidentifikasi bias gender dalam kebijakan sekolah. 

Selanjutnya, tahapan simulasi penyusunan kebijakan yang tergambar 

dalam alur metode berkontribusi langsung terhadap capaian hasil berupa 

tersusunnya draf kebijakan sekolah responsif gender. Dengan demikian, hasil 

kegiatan tidak dipahami sebagai output yang berdiri sendiri, melainkan sebagai 

konsekuensi logis dari proses intervensi kebijakan yang dirancang secara 

partisipatif. Integrasi antara metode dan hasil ini menegaskan bahwa kegiatan 

pengabdian berfungsi sebagai mekanisme policy learning yang mendorong 

perubahan pemahaman sekaligus praktik kelembagaan di lingkungan sekolah. 
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Hasil Penelitian  

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan Sekolah Kebijakan: Penyusunan Kebijakan Responsif Gender di 

Lingkungan SMAN 11 Kota Jambidilaksanakan pada Kamis, 28 Agustus 2025, 

dengan melibatkan 32 peserta yang terdiri atas unsur guru, tenaga kependidikan, 

dan perwakilan siswa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 

civitas sekolah terhadap pentingnya kebijakan yang inklusif dan sensitif terhadap 

isu gender di lingkungan pendidikan menengah 

Gambar 2. : Penyusunan Kebijakan Responsif Gender 

Metode yang digunakan meliputi workshop interaktif, focus group 

discussion (FGD), dan simulasi penyusunan kebijakan sekolah responsif gender. 

Data diperoleh dari observasi lapangan, hasil kuesioner pra dan pasca kegiatan, 

serta dokumen kebijakan internal sekolah. 

2. Temuan Utama Kegiatan 

Hasil kegiatan menunjukkan tiga temuan ilmiah utama: 

a. Rendahnya pemahaman awal tentang konsep kebijakan responsif 

gender. 

Berdasarkan hasil kuesioner pra-kegiatan, sebanyak 71,8% peserta 

belum memahami perbedaan antara kebijakan netral gender dan kebijakan 

responsif gender. Sebagian besar masih menganggap kebijakan yang “tidak 

membedakan laki-laki dan perempuan” sudah cukup adil, tanpa memahami 
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bahwa pendekatan tersebut justru dapat mengabaikan kebutuhan spesifik 

masing-masing gender. 

Secara ilmiah, hal ini sejalan dengan teori gender 

mainstreaming (Programme, 1997) yang menekankan bahwa keadilan 

substantif tidak dapat dicapai hanya dengan memperlakukan semua pihak 

secara sama, melainkan melalui kebijakan yang memperhitungkan kondisi 

dan kebutuhan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, 

ketidaktahuan peserta mencerminkan belum terinternalisasinya 

konsep equality of outcome di lingkungan pendidikan menengah. 

b. Meningkatnya kapasitas analisis gender setelah intervensi pelatihan. 

Setelah pelaksanaan workshop dan FGD, sebanyak 87,5% peserta 

menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap prinsip-prinsip 

dasar analisis gender, khususnya dalam menggunakan alat 

analisis Gender Analysis Pathway (GAP)dan Gender Budget 

Statement (GBS). Peserta mulai mampu mengidentifikasi potensi 

ketimpangan gender dalam kebijakan sekolah, misalnya dalam 

pembagian peran kegiatan ekstrakurikuler, sistem disiplin siswa, dan 

mekanisme perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. 

Di mana pembelajaran orang dewasa efektif ketika peserta diberi 

ruang untuk berbagi pengalaman dan langsung menerapkan konsep dalam 

konteks nyata. Hal ini terbukti dalam dinamika diskusi kelompok yang 

menekankan pada case-based learning, memungkinkan guru dan siswa 

untuk merefleksikan kebijakan sekolah yang selama ini mereka jalankan. 

c. Terbentuknya draf awal kebijakan sekolah responsif gender. 

Salah satu capaian nyata dari kegiatan ini adalah 

tersusunnya draft “Pedoman Internal Kebijakan Responsif Gender 

SMAN 11 Kota Jambi” yang memuat tiga pilar utama: (1) 

Pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender di sekolah; 

(2) Pengarusutamaan gender dalam kegiatan belajar-mengajar dan 

organisasi siswa; serta (3) Mekanisme pemantauan dan evaluasi 

berkala terhadap implementasi kebijakan tersebut. 

Temuan ini mendukung hasil penelitian (Iswahyudi et al., 2023) yang 

menyebutkan bahwa school-based policy innovation menjadi strategi 

efektif dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang berkeadilan 
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gender. Namun, berbeda dengan temuan-temuan sebelumnya yang 

berfokus pada sekolah kejuruan, kegiatan pengabdian ini memperluas 

penerapan konsep tersebut di tingkat sekolah menengah umum. 

 

Pembahasan 

Secara konseptual, kegiatan Sekolah Kebijakan menunjukkan bahwa 

pendekatan partisipatif mampu menjadi instrumen efektif dalam menjembatani 

kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik kelembagaan di tingkat 

sekolah. Temuan awal mengenai rendahnya pemahaman peserta terhadap konsep 

kebijakan responsif gender mengindikasikan bahwa kebijakan sekolah selama ini 

cenderung bersifat netral gender, tetapi belum menyentuh aspek keadilan 

substantif. Kondisi ini sejalan dengan pandangan (Subrahmanian, 2005) yang 

menegaskan bahwa kebijakan pendidikan sering kali gagal merespons kebutuhan 

gender secara spesifik ketika hanya berorientasi pada kesetaraan formal. 

Peningkatan kapasitas analisis gender peserta setelah intervensi pelatihan 

memperlihatkan terjadinya proses pembelajaran kebijakan (policy learning) di 

tingkat aktor kelembagaan sekolah. Melalui diskusi reflektif dan simulasi 

penyusunan kebijakan, guru dan siswa tidak hanya memahami konsep 

pengarusutamaan gender secara teoritis, tetapi juga mampu mengaitkannya 

dengan konteks kebijakan sekolah yang mereka hadapi dalam praktik sehari-hari. 

Proses ini mendukung pandangan (Olsen, 2009)bahwa perubahan kebijakan 

institusional umumnya diawali oleh perubahan cara pandang, norma, dan 

pengetahuan aktor kebijakan internal, bukan semata-mata oleh instruksi 

struktural dari tingkat atas. 

Temuan berupa tersusunnya draf kebijakan sekolah responsif gender 

menunjukkan bahwa inovasi kebijakan di tingkat satuan pendidikan dapat 

tumbuh melalui penguatan kapasitas internal. Dalam konteks ini, Sekolah 

Kebijakan berfungsi sebagai ruang pembelajaran sekaligus ruang eksperimentasi 

kebijakan bagi sekolah. Hal ini memperkuat temuan (Iswahyudi et al., 2023) 

yang menyatakan bahwa school-based policy innovation merupakan strategi 

efektif dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang adaptif dan berkeadilan, 

karena kebijakan dirumuskan berdasarkan kebutuhan riil dan partisipasi aktor 

lokal. 

Lebih jauh, hasil kegiatan ini memperlihatkan bahwa pengarusutamaan 

gender di sekolah tidak dapat dipahami sebagai agenda administratif semata, 
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melainkan sebagai proses sosial dan kelembagaan yang memerlukan keterlibatan 

aktif seluruh warga sekolah. Keberhasilan awal program ini tidak terlepas dari 

dukungan pimpinan sekolah serta keterlibatan lintas aktor, termasuk guru dan 

siswa. Hal ini sejalan dengan temuan (Barroroh, 2020) yang menekankan bahwa 

keberhasilan implementasi kebijakan responsif gender sangat ditentukan oleh 

komitmen kepemimpinan, kapasitas sumber daya manusia, dan ketersediaan 

pedoman operasional yang jelas. 

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa kegiatan 

pengabdian tidak hanya menghasilkan luaran berupa dokumen kebijakan, tetapi 

juga mendorong transformasi pengetahuan, sikap, dan praktik kebijakan di 

lingkungan sekolah. Model Sekolah Kebijakan yang diterapkan dalam kegiatan 

ini memiliki potensi untuk direplikasi pada satuan pendidikan lain, dengan 

penyesuaian konteks lokal, sebagai bagian dari upaya sistematis memperkuat 

pengarusutamaan gender di sektor pendidikan. 

 

Penutup 

Kegiatan Sekolah Kebijakan: Penyusunan Kebijakan Responsif Gender di 

Lingkungan SMAN 11 Kota Jambi telah berhasil mencapai tujuan utamanya, 

yaitu meningkatkan kapasitas dan kesadaran warga sekolah dalam memahami 

serta merancang kebijakan yang berperspektif gender. Secara umum, terdapat 

tiga kesimpulan utama yang dapat ditarik dari hasil kegiatan: 

1. Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Gender. 

Peserta kegiatan, yang terdiri dari guru, tenaga kependidikan, dan siswa, 

mengalami peningkatan signifikan dalam memahami konsep gender 

mainstreaming serta urgensi kebijakan responsif gender. Perubahan ini 

menunjukkan efektivitas pendekatan partisipatif dan kontekstual dalam proses 

pembelajaran kebijakan. 

2. Terbangunnya Kapasitas Analisis dan Penyusunan Kebijakan. 

Melalui pelatihan berbasis case-based learning dan focus group discussion 

(FGD), peserta mampu mengidentifikasi potensi ketimpangan gender di 

lingkungan sekolah serta menyusun rekomendasi kebijakan berbasis data dan 

kebutuhan nyata. Pendekatan ini memperkuat kemampuan reflektif dan analitis 

dalam proses perumusan kebijakan tingkat sekolah. 

3. Lahirnya Draf Awal Kebijakan Responsif Gender Sekolah. 
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Produk akhir kegiatan berupa draft “Pedoman Internal Kebijakan 

Responsif Gender SMAN 11 Kota Jambi” menjadi bentuk konkret hasil 

kolaborasi antara tim pengabdi dan pihak sekolah. Dokumen ini tidak hanya 

memuat prinsip-prinsip umum keadilan gender, tetapi juga rencana aksi dan 

mekanisme evaluasi kebijakan yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.  

Implikasi dan Rekomendasi Hasil kegiatan memberikan beberapa 

implikasi strategis: 

a. Implikasi kebijakan: perlu adanya dukungan dari Dinas Pendidikan 

Kota Jambi untuk mengadopsi model Sekolah Kebijakan Responsif 

Gender sebagai bagian dari program penguatan karakter dan tata 

kelola sekolah. 

b. Implikasi akademik: hasil kegiatan dapat menjadi bahan ajar dan 

studi kasus dalam matakuliah Kebijakan Publikdan Gender dan 

Politik di lingkungan Program Studi Ilmu Politik Universitas Jambi. 

c. Implikasi praktis: perlunya pendampingan lanjutan selama enam 

bulan pasca kegiatan untuk memastikan implementasi dan 

monitoring kebijakan berjalan sesuai pedoman. 

Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa intervensi 

berbasis policy learning dapat menjadi model efektif dalam memperkuat budaya 

kebijakan yang inklusif dan adil di satuan pendidikan. Selain memberikan 

kontribusi praktis bagi sekolah, kegiatan ini juga memberikan nilai akademik 

berupa penerapan teori gender mainstreaming dan institutional change dalam 

konteks pendidikan menengah. 
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